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SALINAN

N

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH SETELAH PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah melalui Penyederhanaan Struktur Organisasi
dengan penataan Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta
Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut
mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja
dibawahnya diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta
Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
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Bagian Kedua Puluh Dua
Dinas Peternakan dan Perikanan
Pasal 234
(1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan di bidang Pertanian sub urusan peternakan dan urusan

pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
(2) Dinas Peternakan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung

Jjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 235
(1) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di
bidang kelautan dan perikanan pertanian sub urusan peternakan dan urusan
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan.
(2) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan peternakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan;

c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

perikanan dan peternakan;
d. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan dan
peternakan;
pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan dan peternakan dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Pasal 236
Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari:

a. Kepala;
Sekretariat;

Bidang Perikanan dan Sumber Daya Perikanan;

Bidang Perbibitan Produksi, Penyuluhan dan Pembiayaan Peternakan;
Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan
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Pemasaran;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 237
(1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin,
merumuskan kebijakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan

mengawasi pelaksanaan Bidang Peternakan dan Perikanan.
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan penyusunan program, petunjuk teknis peternakan

dan Perikanan
b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan Peternakan dan Perikanan

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Peternakan dan Perikanan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Pasal 238
(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Peternakan dan
Perikanan dalam menyusun perencanaan program kegiatan dan
mengkoordinir bidang-bidang serta melaksanakan tugas umum, kepegawaian
dan keuangan, rumah tangga dan keprotokolan dilingkungan Dinas
Peternakan dan Perikanan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan
pengolahan data serta laporan;
pelaksanaan urusan rumah tangga, protokol, dan surat menyurat;
pelaksanaan pengelolaan urusan Umum dan Kepegawaian;
pelaksanaan pengelolaan urusan Keuangan dan aset;
Mengkoordinir pelaksanaan tugas bidang-bidang dan fungsional
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dilingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan;

f. pelaksanaan pengelolaan urusan penyusunan Program; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahi
Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 239

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu
sekretariat dalam memimpin, mengendalikan dan mengarahkan tugas-tugas
pada sub bagian Umum dan Kepegawaian kepada staf urusan perlengkapan,
rumah tangga, protokoler, surat menyurat dan kearsipan, kepegawaian,
menyelenggarakan administrasi meliputi penyusunan urutan kepangkatan,
mengurus kesejahteraan pegawai, mengurus atau menyelenggarakan
pendidikan dan latihan, serta mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris.
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. pengelolaan surat menyurat, meliputi arsip clan exspedisi, pengadaan dan
pendistribusian;
b. penyiapan perlengkapan pertemuan/rapat termasuk upacara-upacara;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler dinas;
d. penyusunan dan pengelola mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala, baik yang bertugas di dinas maupun UPTD;
e. pembuatan rencana kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan
Pegawai Negeri Sipil;
f. penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan
penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil;
pengaturan penyiapan absen pegawai baik pagi maupun siang;
h. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan disiplin;

i. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan
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22. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KEPALA DINAS
1
SEKRETARIAT
| T
KELOMPOK JABATAN SUBBAG UMUM
FUNGSIONAL DAN KEPEGAWAIAN
T 1 .
BIDANG BIDANG PERBIBITAN, KES B‘D"‘mm
PERIKANAN DAN PRODUKSI, PENYULUHAN, mg}gm&:ﬁsYARA:iAT
SUMBER DAYA DAN PEMBIAYAAN VETERINER,PENGOLAHAN,
PERIKANAN PETERNAKAN DAN PEMASARAN
UPTD
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